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ABSTRAK 

 

 

Khofifah Redilla Hilyadi  : Analisis Penerapan Tarif Pajak Progresif  

      Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak 

      Kendaraan Bermotor (PKB) Di Kantor Samsat  

      Kota Padang 
 

Pembimbing    : Abel Tasman SE, MM 
 
 Penelitian ini dilakukan untuk meneliti Penerapan Pajak Progresif Kendaraan 

Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota 

Padang. Penelitian dilakukan di Kantor Wilayah Sistem Administrasi Manunggal 

Satu Atap Jl. Asahan No.2, Rimbo Kaluang, Kec. Padang Barat.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tarif pajak progresif 

kendaraan bermotor, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, sumber data yang 

digunakan yaitu data primer dan data sekunder yaitu menggambarkan dan 

menganalisa data berdasarkan fakta-fakta dan informasi yang ada, dalam hal ini data 

primer diperoleh dari hasil wawancara langsung di Kantor Samsat Kota Padang dan 

data sekunder diperoleh dari Kantor Samsat Kota Padang berupa data Penerimaan 

Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 serta data 

Rekapitulasi Kendaraan Progresif menurut Jenis Kendaraan Bermotor tahun 2017 

sampai dengan tahun 2020. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode 

deskriptif kualitatif.  
 Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahaan data menunjukan bahwa,  masih 

banyak wajib pajak yang belum tahu tentang penerapan pajak progresif kendaraan 

bermotor ini, untuk Prosedur pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor sama 

halnya dengan pemungutan pajak kendaraan bermotor biasa mulai dari tahap 

pendaftaran, penetapan, sampai pada tahap pembayaran dan pengesahan. Solusi untuk 

tidak terkena Pajak Progresif apabila kendaraan sudah dijual yaitu Membuat Kartu 

Keluarga (KK) yang terpisah dari orang tua, Mengurus pecah sertifikat rumah 

menjadi beberapa bagian, Memilih menggunakan transportasi umum, Jual Kendaraan 

dan Blokir STNK supaya Tak Kena Pajak Progresif. 

 

 

Kata Kunci: Pajak Progresif, Kendaraan Bermotor   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang  

 Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi yang telah 

membawa dampak positif terhadap kehidupan bangsa dan negara di 

Indonesia. Salah satu dampak positif di bidang teknologi yang dapat dirasakan 

masyarakat adalah kemajuan dibidang otomotif, dimana telah diproduksi 

berbagai macam bentuk dan jenis kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor 

saat ini sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok dan sangat diperlukan 

sebagai kelengkapan dalam menunjang perekonomian masyarakat, karena 

dengan adanya kendaraan bermotor tersebut masyarakat dapat mempersingkat 

waktu tempuh, mempercepat gerak, mengangkut barang lebih banyak, serta 

memperoleh rasa aman dan nyaman. Kendaraan bermotor bagi sebagian 

masyarakat tidak hanya di lihat dari segi manfaat atau kegunaannya saja tetapi 

juga telah dijadikan sebagai simbol status sosial bagi pemiliknya. 

 Peningkatan jumlah kendaraan bermotor akan menimbulkan banyak 

permasalahan salah satunya masalah kemacetan yang hampir terjadi diseluruh 

jaringan jalan. Kerugian akibat kemacetan ini bermacam-macam, baik yang 

dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Kerugian-kerugian 

tersebut antara lain kerugian dari sisi ekonomi, seperti biaya bahan bakar yang 

meningkat, kerugian dari sisi waktu tempuh yang lebih panjang, kerugian dari 

sisi kesehatan, seperti tingkat stress yang tinggi, kelelahan, gangguan 
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pernapasan, dan kerugian lingkungan seperti terjadinya polusi udara. Untuk 

mengurangi kemacetan yang terjadi maka Pemerintah Provinsi Sumatera 

Barat harus mengendalikan jumlah kendaraan di Kota Padang. 

 Salah satu upaya untuk mengendalikan jumlah kendaraan bermotor di 

Kota Padang perlu adanya ketentuan mengenai pajak kendaraan bermotor. 

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan 

kendaraan bermotor, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak 

kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang kewenangannya ada pada 

provinsi yang menjadi primadona dalam sumbangsih terhadap penerimaan kas 

daerah. Pajak kendaraan bermotor memiliki peran penting dalam memberikan 

pemasukan pendapatan yang lebih besar dari pada jenis-jenis pajak daerah 

lainnya, dimana kebutuhan kendaraan bermotor semakin meningkat setiap 

tahunnya, seakan sepeda motor yang awalnya merupakan kebutuhan tersier 

mulai beranjak menjadi kebutuhan sekunder atau bahkan kebutuhan primer. 

Oleh karena itu, untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor 

serta mengurangi konsumsi kendaraan bermotor pemerintah mengeluarkan 

kebijakan tantang tarif pajak progresif kendaraan bermotor. Pajak progresif 

merupakan pajak yang dibebankan kepada pemilik kendaraan bermotor, baik 

berupa mobil maupun sepeda motor. Pajak berlaku jika jumlah kendaraannya 

lebih dari satu dengan nama pribadi atau nama anggota keluarga yang tinggal 

di satu alamat (Fajariani, 2014). 
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 Pemberlakuan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi 

Sumatera Barat diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat 

Nomor 56 Tahun 2011 yang kemudian mengalami perubahan di tahun 2018 

yaitu Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2018. 

Besarnya tarif pajak progresif  kendaraan bermotor roda 2 (dua), roda 3 (tiga), 

dan roda 4 (empat) atau lebih besar tarif progresifnya untuk kepemilikan 

kedua sebesar 2,5%, kepemilikan ke tiga sebesar 3%, kepemilikan keempat 

sebesar 3,5%, kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 4%. Pajak Progresif 

dikecualikan terhadap Kendaraan Bermotor umum, alat- alat berat, 

ambulance, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, Pemerintah/Pemerintah 

Daerah, TNI, POLRI, Badan, Kendaraan Bermotor Roda Dua dibawah 150 

CC dan Kendaraan Bermotor Roda Tiga yang digunakan untuk angkutan 

barang.   

 Penerapan tarif pajak progresif diyakini mampu menjadi bagian dalam 

mengendalikan jumlah kendaraan di Kota Padang. Selain itu juga dapat 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang, karena dengan 

meningkatnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak tentu saja 

akan berpengaruh terhadap PAD di Kota Padang. Penerapan tarif pajak 

progresif masih belum berjalan lancar pelaksanaannya dan belum terlalu 

dirasakan manfaatnya dalam mengurangi kendaraan di kota padang. 

Peningkatan jumlah penerimaan pajak progresif setiap tahunnya dikarenakan 
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masih banyak wajib pajak yang belum paham mengenai penerapan pajak 

progresif tersebut. 

 Dibawah ini dapat dilihat tabel jumlah kendaraan bermotor yang 

dikenakan pajak progresif di Kota Padang : 

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Progresif Di  

    Kota Padang 

 

Tahun Jumlah (Unit)  

2017 18.950 

2018 10.220 

2019 4.382 

2020 5.940 

Sumber Data : UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Padang 

 

 Dari data di atas dapat dilihat jumlah unit kendaraan bermotor dari 

tahun ke tahun. Berdasarkan tabel tersebut jumlah kendaraan yang dikenakan 

progresif pada tahun 2017 sebesar 18.950 unit. Pada tahun berikutnya yaitu 

tahun 2018 terjadi penurunan jumlah kendaraan bermotor, dan terus menurun 

hingga akhir tahun 2019. Namun pada tahun 2020 jumlah kendaraan bermotor 

yang dikenakan progresif pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota 

Padang mulai mengalami sedikit kenaikan. Setelah diberlakukannya pajak 

progresif ini, masih banyak masyarakat yang tidak nyaman dengan penerapan 

pajak progresif tersebut, dikarenakan mereka membayar lebih banyak dari 
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yang seharusnya, ini disebabkan karena kurangnya informasi yang detail 

mengenai pajak progresif kendaraan bermotor.  

 Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut dengan judul Tugas Akhir  “Analisis Penerapan Tarif 

Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB) Di Kantor Samsat Kota Padang” 

 

B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan dari latar belakang tersebut masalah yang akan dibahas 

penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana Penerapan Tarif Pajak 

Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor di Kantor Samsat Kota Padang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui Penerapan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor 

Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota 

Padang. 

 

D. Manfaat Penelitian  

 Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara ilmiah 

maupun manfaat secara praktis. 
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1. Manfaat Ilmiah  

a. Bagi penulis 

  Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai Penerapan Tarif Pajak Progresif 

Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor di Kantor Samsat Kota Padang. Dan juga sebagai salah 

satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Padang. 

b. Bagi Pembaca 

  Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber 

informasi dan referensi bagi penelitian sejenis, sehingga 

pengembangan ilmu perpajakan dapat bermanfaat bagi pihak yang 

membutuhkan. 

2. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini dapat menjadi media informasi mengenai 

Penerapan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap 

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota 

Padang. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai 

penerapan pajak progresif kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak 

kendaraan bermotor, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Tarif Progresif yang diterapkan di Samsat Kota Padang merupakan 

tarif sesuai yang telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 25 

Tahun 2018 dimana tarif pada Kendaraan kepemilikan kedua yakni 

2,5%, kepemilikan ketiga 3%, keempat 3,5%, kelima dan seterusnya 

4% Kepemilikan kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan nama 

dan alamat yang sama, dengan mengacu pada informasi yang tertera 

dalam Kartu Tanda Penduduk. Masih banyak wajib pajak yang belum 

tahu tentang penerapan pajak progresif, sebagian besar wajib pajak 

hanya menjual kendaraan bermotornya tetapi tidak melaporkannya ke 

SAMSAT untuk melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

agar tidak di kenakan tarif pajak progresif. 

2. Solusi untuk tidak terkena Pajak Progresif apabila kendaraan sudah 

dijual yaitu Membuat Kartu Keluarga (KK) yang terpisah dari orang 

tua, Mengurus pecah sertifikat rumah menjadi beberapa bagian, 

Memilih menggunakan transportasi umum, Jual Kendaraan dan Blokir 

STNK supaya Tak Kena Pajak Progresif. 
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3. Sosialisasi yang dilakukan oleh kantor samsat kota padang adalah 

memberikan informasi tersebut kepada wartawan, memberikan 

informasi melalui web resmi dan sosial media milik Samsat Kota 

Padang, memberikan informasi melalui mobil kelililing milik Samsat, 

serta penerangan lansung kepada masyarakat. 

 

B. Saran 

 Saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti agar lebih dapat 

meningkatkan penerimaan dari pajak progresif kendaraan bermotor 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Pihak SAMSAT Provinsi Sumatera Barat harus lebih memberikan 

pemahaman terhadap pengenaan Tarif pajak progresif ini agar 

masyarakat tidak bingung ketika membayar pajak yang lebih tinggi 

dari biasanya. 

2. Berkaitan dengan penerapan pajak progresif kendaraan bermotor, 

diharapkan masyarakat/wajib pajak yang membeli kendaraan 

bermotor, baik mobil maupun sepeda motor, untuk segera melakukan 

balik nama kendaraan bermotor agar pemilik kendaraan sebelumnnya 

tidak dikenai pajak progresif terhadap kendaraan bermotor yang tidak 

dimilikinya lagi. 

3. Menyediakan loket pelayanan pajak progresif untuk melayani 

konfirmasi secara lansung dengan wajib pajak, apabila wajib pajak 

menyatakan kendaraan bermotor sudah dipindah tangankan atau 
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dijual, maka wajib pajak membuat surat pernyataan di atas materai, 

guna merubah urutan kepemilikan kendaraan bermotor setelah di 

validasi kasi PKB. 
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